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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat 

profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. untuk mengetahui 

bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang 

dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. selain itu juga untuk 

mengetahui apa gaktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan 

zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

pengumpulan dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru 

sudah dilakukan dengan baik mengikuti aturan Undang-Undang No 23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat yaitu dengan membentuk UPZ, Pembukaan 

Counter penerima zakat dan pembukaan rekening bank. Dan pengumpulan 

zakatnya pun sudah mengalami peningkatan, hanya saja masih banyak dari 

masyarakat yang bukand dari kalangan PNS yang belum bayar zakat. Sementara 

untuk pendistribusiannya sudah dilaksanakan berdasarkan aturan Undang-undang 

pengelola zakat yaitu disalurkan dalam bentuk konsumtif dan Produktif. Hanya 

saja pendistribusian yang dilakukan lebih banyak dalam bentuk konsumtif dari 

pada produktif.  
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ABSTRAC 

 

The Purpose of this study is to find out how the management of 

professional zakat in Pekanbaru City National Amil Zakat Agency to find out 

ghow the collection, distribution, and ultilization of zakat is carried out by the 

Pekanbaru City National Amil Zakat Agency. Besides that, it is also to find out 

what are the supporting and inhibiting factors in the process of professional zakat 

management at the Pekanbaru City National Amil Zakat Agency. This research is 

a field research using qualitative methods with a qualitative descriptive approach. 

Techniques in collecting data in this study are interviews and documentation. The 

result of the study revealed that the collection of professional zakat funds at the 

National Amil Zakat Agency of Pekanbaru City had been carried out properly 

following the rules of Law No 23 of 2011 concerning zakat managemen, namely 

by establishing UPZ, opening zakat reciptient counters and opening bank 

accounts. And the collection of zakat has also increased, it’s just that there still 

many people who are not civil servents who have not paid zakat. Meanwhile, the 

distribution has been carried out based on the rules of the zakat management law, 

namely it is distributed in consumptive an dproductive forms. It’s just that the 

distribution is done more in the form of comsumtive than productive.  

 

Keywords: Zakat Management, Profession. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dimasa sekarang, sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, 

peternakan, perdagangan, emas dan harta terpendam saja. Akan tetapi juga 

meliputi zakat perusahaan, surat-surat beharga, perdagangan, mata uang, dan 

zakat profesi.
1
 Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada 

setiap pekerjaan atau keahlian profeisional tertentu yang dilakukan sendiri 

atau dilakukan bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan 

penghasilan (uang). Baik pendapatan yang diterima permanen setiap bulan 

(seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti 

dokter, advokat, kontraktor, dan lain sebaginya).
2
 

Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber 

dana potensial untuk membangun kesejahteraan umat.
3
 Potensi zakat ini jika 

dikelola dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, 

sehingga dapat menjadi kekuatan atau pendorong pemberdayaan ekonomi 

umat dan pemerataan pendapatan.
4
 

Terdapat bebarapa informasi mengenai potensi zakat di Indonesia, 

pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 10.166,12 triliun. 

Ditahun 2020, potensi zakat di Indonesia tercatat mencapai Rp 233,84 triliun 

dengan porsi terbesar pada zakat profesi atau zakat penghasilan, yaitu senilai 

Rp 139,07 triliun. Namun, berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat 

oleh Lazismu Nasional yang terdata pada tahun 2019  hingga pertengan tahun 

2020, sebesar Rp 239,003 miliar. Dari total potensi zakat sebesar 233,84 

triliun itu, baru Rp 8 triliiun atau 3,5 persen yang terkumpul. Hal ini 

menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan 

                                                             
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 102. 
2 Ibid, 56. 
3 Ahmad Eofiq, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259. 
4
 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksekutif Ekonomi Isam, (Jakarta: Kencana, 

2010), 211. 
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rillnya. Sehingga dapat dikatakan penghimpunan dana zakat di Indonesia 

masih rendah dan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi zakat yang 

bisa diperoleh.
5
 

Sementara itu jumlah potensi zakat di Riau bisa mencapai Rp 1, 5 

triliun per tahun. Pada tahun 2017 dana zakat terhimpun sekitar 2,3 miliar dan 

terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp 5,4 miliar yang didominasi 

oleh pembayaran yang dilakukan para Aperatur Sipil Negara yang berasal dari 

adanya intruksi gubernur untuk mewajibkan pembayaran zakat bagi setiap 

ASN. Walaupun terjadi peningkatan dalam penghimpunan zakat profesi, 

namun masih sangat jauh dari potensi zakat profesi yang bisa didapat. Potensi 

zakat Profesi di Riau terutama yang berasal dari aperatur sipil negara (ASN) 

dilingkungan pemerintah Provinsi Riau setiap tahunnya mencapai 24 miliar. 

Namun dari potensi tersebut, ditahun 2018, zakat profesi yang terkumpul 

hanya mencapai Rp 1 miliar.
6
 

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Amri 

(2019) mengenai pengelolaan zakat profesi yang hasil penelitiannya 

menunjukkan pengelolaan yang belum efektif, hal itu dibuktikan dengan 

kecilnya dana yang terkumpul. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujiatun (2016) hasil 

penelitiannya menunjukkan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan 

dengan cara memotong gaji dibagian bendahara sebesar 2,5% setiap bulannya. 

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Rahmadani (2019) 

hasil penelitiannya untuk penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) hanya didominasi oleh para ASN, itupun karena adanya 

peraturan mengenai pemotongan zakat profesi bagi kalangan pegawai negeri 

sipil dan tidak ada anjuran berzakat untuk masyarakat yang bukan dari 

                                                             
5 Bisnis.com, “Potensi Zakat Rp 233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei 

Lazismu” dikutip dari https://m.bisnis.com/finansial/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-

rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu pada Kamis tanggal 1 April 2021 jam 

21.00 WIB. 
6 Riau Pos, Potensi Zakat Capai Rp1 Triliun, 

https://riaupos.jawapos.com/28/06/2019/202438/potensi-zakat-capai-rp-1-triliun/amp/ pada Kamis 

tanggal 1 April 2021 jam 21.30 WIB. 

 

https://m.bisnis.com/finansial/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu
https://m.bisnis.com/finansial/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu
https://riaupos.jawapos.com/28/06/2019/202438/potensi-zakat-capai-rp-1-triliun/amp/
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kalangan ASN, seperti pengusaha, wiraswasta, dan pegawai-pegawai 

perusahaan besar misalnya. Kemudian untuk pendistribusian dan 

pendayagunaan zakatnya sudah berjalan dengan baik, namun kurang 

optimalnya pada penyaluran dana zakat dikarenakan dana zakat banyak 

disalurkan dalam bentuk konsumtif dari pada produktif.  

Amil (pengelola zakat) merupakan orang-orang yang telah diutus oleh 

lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan tugasnya. Akan tetapi terkait 

dengan tugas amil, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sebagai 

lembaga pengelola zakat belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Masih 

terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya:  

BAZNAS Kota Pekanbaru hanya didominasi oleh zakat profesi yang 

dibayarkan oleh Aperatur Sipil Negara (ASN) itupun karena sudah adanya 

peraturan mengenai pemotongan zakat profesi bagi kalangan Pegawai negeri 

Sipil. Sedangkan profesi selain ASN cenderung tidak ada yang bayar zakat. 

Dengan potensi zakat profesi yang ada di Kota Pekanbaru sangat besar, sudah 

seharusnya amil sebagai pengelola zakat dapat menghimpun dana zakat dari 

masyarakat yang bukan tergolong ASN. 

Kedua, meskipun penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dalam bentuk produktif, tetapi 

penyalurannya tidak sebanyak program konsumtif. Karena zakat yang 

disalurkan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif tidak hanya dapat 

digunakan untuk keperluan sehari-hari mustahiq, yang mana pemberian zakat 

dalam bentuk konsumtif tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidup 

mereka. Seharusnya amil sebagai pengelola zakat menyalurkan zakat dalam 

bentuk aproduktif, karena zakat berfungsi untuk mewujudkan pemerataan 

keadilan dalam bidang ekonomi. 

Hal ini lah yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian 

guna mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Pekanbaru, Penulis mengambil tempat dikota Pekanbaru 

dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak yang ada di Riau. Alasan lainnya karena 
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beragamnya profesi yang ada di Pekanbaru serta mayoritas masyarakat di 

Kota Pekanbaru yang beragama Islam. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: Pengelolaan Zakat 

Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar penulisan ini lebih terarah, terfokus dan menghindari 

kesalahpahaman dalam pembahasan, perlu dibuat penegasan istilah: 

1. Pengelolaan zakat profesi 

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengorganiasasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat
7
 profesi yang merupakan bagian dari zakat maal 

yang dikeluarkan atas penghasilan atau pendapatan rutin dari pekerjaan 

yang telah mencapai nishab.
8
 

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lebaga atau institusi 

pengelolaan zakat yang berada di bentuk oleh pemerintah yang terdiri dari 

unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, 

mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan 

ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.
9
 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi di Badan 

Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru. 

 

                                                             
7 Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 100. 
8 Didin Haffinuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedeqah (Jakarta: Gema 

Insani,1998), 103. 
9 Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), UU No 23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana penglolaan zakat profesi di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. 

 

E. Kegunaan Penulisan 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang 

berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan akademis/teoritis, penelitian ini diharapkan menjaadi rujukan 

terkait zakat profesi dan pengelolaannya, serta hasil yang diperoleh, dapat 

dijadikan acuan atau replica bagi peneliti dimasa yang akan datang dan 

menjadi peluang untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang sejenis. 

2. Kegunaan praktis, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman yang dapat berguna untuk 

mengoptimumkan dan meningkatkan kinerja amil (pengelola zakat) dalam 

mengelola zakat profesi. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

sebaga syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Manajemen 

Dakwah guna memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk dipahami. 

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIRAN 

  Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu 

yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang 

digunakan dalam penulisan. 
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BAB III : METODOLOGI PENULISAN 

  Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan 

lokasi dan waktu penulisan, sumber data, informan penulisan, 

teknik pengumpulan data, validitas data teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan. 

BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait 

dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftaakhul Amri (2019) yang berjudul 

Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi 

Aperatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif 

Sosilogi Hukum Islam). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendekati 

masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi 

ASN di Kabupaten Banyumas yang mencangkup kesadaran hukum dan 

efektifitas hukum. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara, observasi 

dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya 

realisasi zakat profesi dikalangan Aperatur Sipil Negara yang disebabkan 

kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum zakat profesi, rendahnya 

kesadaran ASN dalam menjalankan zakat profesi dan kurang adanya 

kretivitas dari BAZNAS untuk menarik hati para Aperatur Sipil Negara 

supaya melaksanakan zakat profesi.
10

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wulandari (2017) yang berjudul 

Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Dalam Kuantan Sengingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui cara pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS melalui Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ). Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu dengan meneliti secara menyeluruh dan menganalisa 

fenomena, tindakan orang secara individu atau kelompok melalui proses 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS dibantu oleh UPZ yang telah 

                                                             
10 Miftakhul Amri, Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi 

Aperatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi Hukum Islam), 

(Puworekerto: IAIN Purwokerto, 2019), Tesis S2 
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dibentuk diberbagai kantor, instansi yang ada di lingkungan pemerintahan 

dengan proses pengumpulan zakat profesinya dimulai dari bendahara 

masing-masing kantor yang langsung memotong gaji para PNS yang telah 

melebihi nishabnya sesuai peraturan pemerintah daerah.
11

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desitasari (2015) yang berjudul 

Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam 

pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan 

wawancara dengan petugas pengelola zakat profesi di Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan 

zakat profesi yang dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS dan 

muzakki. BAZNAS telah melaksanakan fungsi pleaning, organizing, 

actuanting, dan controlling, namun dengan kendala kurang sering 

melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat 

profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan 

UPZ. Dari pihak muzakki faktor yang mendorong berzakat karena 

keyakinan akan kewajiban zakat profesi, sementara kendalanya 

pemahaman agama masyarakat masih kurang, dan masih kurangnya 

masyarakat terhadap sosialisasi BAZNAS.
12

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar (2018) yang berjudul 

Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan data 

yang terkumpul dari proses penelitian. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan zakat profesi Aperatur Sipil Negara (ASN di Badan Amil 

                                                             
11 Putri Wulandari, Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Kuantan Sengingi, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2017)  Skripsi S1. 
12 Desintasari, Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Yogyakarta Dallam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) Skripsi S1.  
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Zakat Kabupaten Maros belum efektif. Hal ini disebabkan karena 

minimnya kesadaran dan pengetahuan para Aparat Sipil Negara (ASN) 

tentang sistem pengeluaran zakat profesi. 
13

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujiatun (2016) yang berjudul 

Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengetasan Kemiskinan Di 

Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

proses pengumpulan datanya melalui proses wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Hasil penelitian pada penulisan ini menunjukkan bahwa cara 

pengumpulan zakat profesi yang sudah dilakukan adalah dengan cara 

memotong gaji 2,5% setiap bulannya bagi pimpinan dan karyawan di 

masing-masing instansi negeri dan swasta setelah sipotong untuk 

membayar kewajiban-kewajiban lainnya seperti membayar pajak 

penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14

 

Adapun perbedaan penelitian saya yang berjudul “Pengelolaan Zakat 

Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru” dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah; penelitian saya menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitan 

ini akan membahas bagaimana pengelolaan zakat profesi namun lebih kearah 

bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. 

 

B. Landasan Teori 

1. Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Zakat secara bahasa berarti an-nama’(berkembang, subur dan 

tambah besar), at-tathrir (mensucikan), barokah (berkah), tazkiyah 

(mensucikan). Zakat disebut an-nama karena dengan mengeluarkan 

zakat menyebabkan harta berkembang, tambah subur, makin besar dan 

                                                             
13 Musfira Akbar, Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara, Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah,Volume 2 Nomor 2, p-ISSN: 2549-4872. 
14

 Siti Mujiatun, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemisikinan 

Di Kota Medan. Jurnal At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016: 22-24 
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melindungkinya dari mara bahaya. Zakat disebut at-tathrir karena 

membayar zakat dapat memberikan keberkahan pada harta. Dan 

disebut barokah karena membayar zakat mensucikan hati seseorang 

dari sifat-sifat tak terpuji, seperti: kikir, rakus, tamak terhadap harta 

yang dimilikinya.
15

  

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian zakat, 

diantaranya: 

1) Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan 

manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, 

disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa 

dan berkembangnya harta.
16

 

2) Menurut Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari 

harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas 

minimal mengeluarkan zakat) diwajibkan untuk berzakat kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya. 

3) Menurut Imam Hanafi, ia mendefinisikan zakat dengan menjadikan 

sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang 

ditentukan oleh syariat Islam. 

4) Manurut Imam Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya 

harta dnegan cara khusus. 

5) Menurut Imam Hambali, zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan 

dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, yaitu yang 

termasuk kedalam delapan asnaf atau golongan kelompok yang 

diisyaratkan dalam Al-Qur’an.
17

  

6) Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu 

                                                             
15 Ahmad Supardi Hasibuan, Zakat Potensi Umat Yang Terlantarkan, (Pekanbaru: Suska 

Press, 2013), 159. 
16 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2017), 238. 
17

 Nahrudin Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2006), 6. 
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disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, 

membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.
18

 

Berdasarkan beberapa defnisi mengenai zakat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan 

oleh seorang individu dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada 

golongan yang berhak menerimanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk membersihkan harta kekayaannya. 

b. Dasar Hukum Zakat 

Perintah tentang menunaikan zakat telah banyak dijumpai dalam Al-

Qur’an dan sunnah (Al-Hadits). 

1) Dasar Hukum Al-Qur’an 

Surah Al-Baqarah ayat 43: 

                

Artinya: “Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah 

beserta orang yang ruku” 
19

 

 

Surah At-Taubah ayat 103: 

                       

             

 

 

Artinya:  “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a 

kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
20

 

 
                                                             

18 Yusuf Quardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), 35. 
19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examdia 

Arkanleema, 2014, 7 
20

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examdia 

Arkanleema, 2014, hlm. 203. 
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Surah Al-Hajj ayat 41: 

                 

                   

 
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan 

dibumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan 

zakat dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah 

dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah 

kembali segala urusan. 

Surah An-Nisa’ ayat 58: 

                      

                      

        

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”.
21

 
 

2) Dasar Hukum Hadits 

Dalam Hasits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; 

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli 

kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa 

Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammada Rasulullah, 

jika mereka sudah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka 

bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan 

sholat ima kali sehari semalam. Jika mereka telah menaati itu, 

maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari 

                                                             
21 Ibid, hlm. 87. 
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orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fuqaraa 

mereka. Janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali 

yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-

orang yang teraniaya, karena taka da hijab (dinding) antara doa 

madzlum itu dengan Allah.”(HR. Bukhari dan Muslim).
22

 

Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad Saw bersabda: 

“Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan 

zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan 

dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak 

bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular 

itu akan membalik orang itu, seraya berkata “akulah kekayaanmu 

dan akulah harta bendamu” (HR. Muslim)
23

 

c. Macam-Macam Zakat 

Dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib 

dizakatkan, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena 

perbedaan dalam memandang nas-nas yang ada. Dalam ketentuan 

hukum Islam ada dua macam zakat, yaitu: 

1) Zakat Fitrah (Zakat nafs) 

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap 

muslim laki-laki, perempuan,  besar, atau kecil, merdeka atau 

budak pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai 

Shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram 

bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.  Dasar kewajiban 

zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya: 

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan 

sebanyak satu sha’ (3,1 liter) dari makanan kurma atau syair 

(gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau 

                                                             
22 Kementrian Agama RI, Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat, (Jakarta: Direktorat 

Pemberdayaan Zakat dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), 23. 
23

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 18. 
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perempuan muslim” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar  

ra).
24

 

2) Zakat Maal (Zakat Harta) 

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang 

yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam 

jumlah minimal tertentu. Namun dalam menentukan harta atau 

barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, terjadi perbedaan 

pendapat yang semuanya dikarenakan perbedaan dalam 

memandang nas-nas yang ada. Didin Hafidhuddin mengemukakan 

jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan 

perekonomian modern saat ini, meliputi: zakat profesi, zakat 

perusahaan, zakat surat-surat beharga, zakat perdagangan, mata 

uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan 

produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, 

dan zakat sector tangga modern. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan jenis harta 

yang dikenai zakat, yaitu: 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya, 2) 

uang dan surat beharga, 3) perniagaan, 4) pertanian, perkebunan dan 

kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) 

perindustrian, 8) pendapatan dan jasa, dan 9) Rikaz (harta temuan).
25

 

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebut diatas, wajib dikeluarkan 

zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa setiap 

pekerjaan ataupun keahlian yang halal, baik yang dikerjakan sendiri 

maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti pegawai ataupun 

karyawan, apabila penghasilan yang didapat telah mencapai nishab, 

maka wajib dikeluarkan zakatnya. 

 

                                                             
24

 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 252 
25 Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, 102. 
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d. Tujuan Zakat 

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan 

ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu habluminallah dan 

habluminannas. Oleh karena itu, maka dengan ditunaikannya zakat, 

maka terdapat beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengangkat drajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar 

dari kesulitan hidup dan penderitaan. 

2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, 

ibnu sabil dan mustahiq lainnya. 

3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesame umat 

Islam dan manusia. 

4) Menghilangkan sifat kikir dari pemiliki harta kekayaan. 

5) Membersihkan sifat dengki dan iri. 

6) Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

dalam lingkungan masyarakat. 

7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri sesorang, 

utamanya pada golongan dengan harta yang berlebih. 

8) Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya. 

9) Sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan guna mencapai 

keadilan sosial.
26

 

e. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia dari 

zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), 

penerima (Mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi 

keseluruhan masyarakat. 

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain: 

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri 

nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan 

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 

                                                             
26 Eisi Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2006), 12. 
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meumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan 

mengembangkan harta yang dimilikinya. 

2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi 

untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir 

miskin, kearah hidup yang lebih baik.  

3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang 

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 

digunakan untuk berjihad dijalan Allah. 

4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, 

pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sekaligus sarana 

pengembang kualitas sumber daya manusia muslim. 

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam yang benar. 

6) Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan dari sisi 

pembangunan. 

7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang 

beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan 

bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasas bekerja 

dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi 

muzakki.
27

 

f. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat 

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh 

Allah dalam firman-Nya Surah At-Taubah ayat 60: 

                           

                       

          

 

                                                             
27

 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: PT Raja 
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Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah  dan 

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah:60)
28

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, mustahiq zakat itu adalah: 

1) Fakir, yaitu orang yang melarat dan tidak mempunyai pekerjaan. 

2) Miskin, yaitu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mampu 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

3) Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mengelola 

zakat. 

4) Muallaf, yaitu golongan yang baru memeluk Islam, yang 

diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam 

keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka. 

5) Budak, golongan ini termasuk budak mukatab, yaitu mereka yang 

telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka. Budak mukatab 

dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan dirinya dari 

belenggu perbudakan, sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan 

harta itu (zakat), lalu dibebaskan. 

6) Orang yang terlilit hutang, yakni orang-orang yang berhutng 

karena memang membuuhkannya untuk keperluan hidup, atau 

membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Semua itu boleh 

menerima zakat untuk melunasi hutang. 

7) Fisabilillah, yaitu orang yang berusaha dan berjuang untuk 

menyebarluaskan ajaran Islam, serta mempertahankannya. 

8) Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perantauan, sementara 

bekal perjalanannya sangat kurang. Adapun perjalanan yang 

dilakukan merupakan perjalanan untuk kebaikan.
29

 

                                                             
28 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examdia 

Arkanleema, 2014, 196. 
 

29
 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 

251. 



 

 

18 

g. Syarat Wajib Zakat 

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah: 

1) Islam, zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non 

muslim tidak wajib membayar zakat. 

2) Merdeka, tidak diwajibkan zakat bagi budak sahaya (orang yang 

tidak merdeka) atas harta yang dimlikinya, karena harta yang 

dimilikinya tidak sempurna. 

3) Baligh dan berakal, anak kecil (belum baliqh) dan orang gila tidak 

wajib mengeluarkan zakat karena keduanya tidak terkena (beban) 

hukum syariat. 

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan 

berkembang. 

5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau ukuran jumlah 

tertentu yang mewajibkan harta dizakati. 

6) Harta tersebut adalah milik penuh, yaitu harta yang akan dizakati 

merupakan milik sepenuhnya orang yang akan berzakat. 

7) Kepemilikan harta telah mecapai satu tahun (cukup haul). 

8) Tidak ada hutang atau harta yang dizakati bukan hasil hutang.
30

 

h. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat 

Ada dua syarat sahnya pelasanaan zakat, yaitu: 

1) Niat 

Islam menjadikan sebagai syarat utama dan pertama yang harus 

diucapkan dalam pelaksanaan semua ibadah, termasuk 

melaksanakan zakat. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi 

Muhammad Saw, yang artinya; “pada dasarnya amalan-amalan 

itu dikerjakan dnegan niat…” oleh karena itu, niat diutamakan 

dalam mengerjakan ibadah. 

2) Tamlik 

Yaitu menyerahkan harta yang telah diniatkan kepada orang 

yang berhak menerimanya (mustahiq).
31

 

                                                             
30 Kurnia Hikmah, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11. 
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i. Syarat-syarat Harta Zakat 

1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, 

baik secara substansi yaitu benda ataupun cara medapatkannya. 

2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, 

sperti; melalui kegiatan usaha perdagangan ataupun secara 

ditabungkan, baik dilakukan sendiri atau bersama orang lain. 

3) Harta tersebut merupakan milik penuh, yaitu harta tersebut berada 

dibawah control dan dibawah kekuasaan pemiliknya. Yakni harta 

itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut 

dengan hal orang lain dan ia dapat menikmatinya. 

4) Harta tersebut harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang 

menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab 

zakat emas adalah 85 gram. 

5) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti; perdagangan, peternakan, 

emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki ataupun 

diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. 

6) Kewajiban dibayarkannya zakat setelah terpenuhi kebutuhan 

pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat 

kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, pangan dan 

papan).
32

 

j. Amil Zakat 

Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan 

zakat. Amil zakat yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60 

memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) 

maupun dalam usaha melakukan kegiatan pendayagunaan ekonomi 

                                                                                                                                                                       
31 Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 40. 
32
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masayrakat untuk tercapainyaa masyarakat madani yang dicita-

citakan.
33

 Amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan 

administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, 

pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat. 

Adapun hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat 

dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai 

syariat Islam.
34

 

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, amil adalah orang-orang yang ditugaskan 

oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

zakat, mulai dari proses pengumpulan, penjagaan, pemeliharan, 

pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya, pendayagunaan serta 

tugas pencataatan masuk dan keluarnya dana zakat tesrebut.
35

 

Adapun syarat-syarat Amil Zakat yaitu; 

1) Beragama Islam. 

2) Dewasa dalam berfikir dan bertindak (mukallaf), sehingga patut 

diserahi tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat. 

3) Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, tugas amil sangat 

penting karena berkaitan dengan amanah dari muzakki untuk 

diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. 

4) Jujur dan amanah, kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus 

dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya 

akan berhubungan dengan zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan 

amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. 

                                                             
33 Ibid, 99. 
34 Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 101. 
35 Didin Hafidhuddin, Op.Cit, 49. 
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5) Sanggup dan mampu dalam melaksanakan tugas, seorang amil 

harus kompeten dengan tugas yang dipegangnya baik dari segi fisik 

maupun keilmuwan dan pengetahuan.
36

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, amil  zakat mempunyai tugas pokok yaitu 

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai 

dengan ketentuan agama. 

2. Pofesi 

a. Pengertian Profesi 

Profesi menurut istilah berarti pekerjaan yang memerlukan 

pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Menurut Yusuf al-Qardhawi 

profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau 

kekayaan, baik usaha atau pekerjaan itu dilakukan sendiri, tanpa 

bergantung dengan orang lain, maupun melakukan kerjasama dengan 

orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, ataupun dengan 

sesorang dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.
37

 

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan 

penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, 

insinyur, deseiner, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, 

dosen) konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari 

pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis 

pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini 

meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya 

yang mempunyai nishab. 

b. Pengertian zakat profesi 

Zakat profesi dalam termelogi Arab dikenal dengan istilah “ial-

mihni”. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari al-mihnahi yang 

berarti pekerjaan atau pelayanan. Pengertiannya adalah bidang 

pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keterampilan tertentu. Orang 

yang ahli melakukan pekerjaanya disebut professional. Jadi pengertian 

                                                             
36
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pofesi berkaitan dengan zakat itu adalah orang-oraang yang memiliki 

pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil yang kemudian 

dijadikan pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah. Baik pendapatan 

diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai 

perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; dokter, advokat, 

kontraktor dan lain sebagainya.
38

 

Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat profesi adalah zakat yang 

dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang 

dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya 

sendiri seperti dokter, penjahit, dan tukang kayu, atau dari pekerjaan 

yang tunduk pada perseorngan dengan mendapat upah gaji honorium 

seperti pegawai negeri sipil. 

c. Profesi yang Dizakati 

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman 

sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. 

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu: 

1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang 

lain, berkat kecekatan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh 

dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti 

penghasilan seorang insinyur, dokter, advokat, seniman, dan lain 

sebagainya. 

2) Pekerjaan yang dikerjakan sesorang buat pihak lain, baik 

pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh 

upah yang diberikan dengan tangan, atau kedua-duanya. 

Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah dan honor. 

d. Persyaratan Zakat Profesi 

Ketentuan dan persyaratan zakat profesi sebagai berikut: 

1) Milik penuh, artinya harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri 

dan tidak tersangkut di dalamnya ada hak orang lain. 
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2) Nishab, Ukuran dan Haul. Dalam menentukan nishab, waktu dan 

kadar mengeluarkan zakat profesi, bergantung pada qiyas (analogi) 

yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan dengan zakat 

perdagangan, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya 

dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 

gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya 

setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, jika 

dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg 

padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan 

pada setiap panen, saat mendapatkan gaji atau penghasilan. Ketiga, 

jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% 

tanpa ada inishabi dan dikeluarkan pada saat menerimanya.
39

 

3) Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok.
40

 Harta yang dizakatkan 

adalah harta yang halal, bebas dari hutang dan mengeluarkan zakat 

setelah dikurangi kebutuhan pokok. 

e. Cara perhitungan Zakat Profesi 

Adapun contoh perhitungan zakat profesi sebagai berikut: 

Seseorang memperoleh gaji Rp.7.000.000, perbulan, atau 

Rp.84.000.000, pertahun. Kebutuhan pokok sewajarnya Rp. 1.000.000 

perbulan atau Rp. 12.000.000 pertahun. Jadi perhitungannya adalah 

nilai kekayaan Rp. 84.000.000 – Rp 12.000.000, = Rp 72.000.000.  

Apabila telah melebihi nishab. Maka besarnya zakat yang harus 

dibayar adalah Rp. 72.000.000 x 2,5% = Rp. 1.800.000,- 

Contoh diatas belum mencapai nishab, jika nishab emas 85 

gram, dan harga emas 1 gram saat ini Rp. 922.000, maka nishabnya 

adalah 85 x 922.000, = Rp. 78.370.000,-. Kemudian, Rp 78.370.000 : 

12 bulan = Rp 6.530.833,-.  Jadi, setiap yang menerima gaji sebesar Rp 

6.530.833 berhak mengeluarkan zakat profesi mereka. 
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Menurut data dari BAZIS Indonesia, zakat profesi ini 

dibayarkan perbulan, dan nishab zakatnya sama dengan nishab perak, 

yaitu 595 gram perak. Jika saat ini harga 1 gram perak adalah Rp 

11.670,-. Jadi, 595 x 11.670, = Rp. 6.943.650. 

Contoh, sesorang guru mendapat gaji Rp. 7000.000,- per bulan, 

maka zakatnya adalah 7.000.000, x 2,5 % = Rp 175.000,-. 

Zakat yang dibayar perbulan ini lebih mudah dan lebih 

sederhana, karena tidak dipotong oleh kebutuhan yang sewajarnya, dan 

tidak perlu menunggu haul, karena diserupakan dengan zakat hasil 

pertanian. Dalam mengeluarkan zakat profesi hendaknya setiap kali 

menerima gaji.
41

 

3. Pengelolaan Zakat 

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

mendefinisikan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, 

dan pendayagunaan zakat.
42

 Dari pengertian pengelolaan tersebut ada tiga 

unsur pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan. 

Menurut Didin Hafidhuddin, yang dimaksud dengan pengelolaan 

zakat adalah bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang 

berkewajiban untuk berzakat (muzakki). Yang menjemput dan mengambil 

zakat tersebut adalah para petugas (amil).
43

 Sedangkan menurut sahal 

Mahfudz, pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan 

zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia 

zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek penataan, pengumpulan, 

                                                             
41 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 270. 
42 Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 100 
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penyimpanan, pembagian dan menyangkut kualitas manusianya. Lebih 

dari itu, aspek yang berkaitan dengan syariah tidak bisa dilupakan.
44

 

a. Perinsip-prinsip Pengelolaan Zakat 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 membangun prinsip-prinsip 

dasar atas asas-asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. 

Asas-asas pengelolaan zakat itu antara lain:
45

 

1) Syariat Islam 

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam. Konsep dan 

mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dari syariat. Harus 

berdasarkan hukum Islam yang telah di jelaskan dan ditetapkan 

dalam Al-Quran dan Hadist Nabi yang menjelaskan tentang hal-hal 

bersifat detail dari jenis, masa-waktu, jumlah (kadar), serta siapa 

yang boleh dan tidak boleh menerima dan memberi zakat. Syariat 

Islam telah memberikan batasan-batasan yang cukup jelas 

mengenai zakat. 

2) Amanah 

Para pengelola zakat harus dapat dipercaya. Asas ini merupakan 

salah satu faktor mendasar bagi pengelolaan zakat. Belum 

maksimalnya pengelolaan zakat secara terlembaga disebabkan oleh 

belum tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi 

kepada lembaga-lembaga pengelola zakat sehingga para muzakki 

lebih suka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada 

mustahiq. Dengan adanya asas ini diharapkan dapat mendorong 

para pengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategis demi 

tumbuhnya kepercayaan masyarakat. 
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3) Kemanfaatan 

Yang dimaksud dengan kemanfaatan disini adalah bahwa 

pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang 

sebsar-besarnya bagi mustahik. Pengelolaan zakat tidak boleh 

dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola 

semata. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah adalah 

apabila zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan 

ekonomi mustahik agar terbebas dari kemiskinan.
46

 

4) Keadilan 

Penditribusian zakat harus dilakukan secara adil. Yang dimaksud 

dengan adil disini tidak layak mencangkup skala perioritas 

berdasarkan proprsinya, melainkan juga kemampuan untuk 

merumuskan kebutuhan para mustahiq secara factual. 

5) Kepastian Hukum 

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi 

mustahiq dan muzakki. Kepastian hukum bagi mustahiq 

berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnnya akan 

menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. 

Sementara bagi muzakki terwujudnya ketentraman batin atas 

kepastian jaminan zakat yang telah ditunaikan. Sedangkan bagi 

amil zakat dengan kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan 

memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum 

semestinya. 

6) Terintegrasi 

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya 

meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan 

lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh 
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pemerintah dengan tetap memperhatikan regulasi dan pelaksanaan 

yang koordinatif satu sama lain. 

7) Akuntabilitas 

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat 

dipertanggung-jawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas ini 

sangat penting dan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat 

kepada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitias mengundang 

kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk 

melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya 

dimana hasil dari kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada 

public untuk dinilai secara terbuka. 

Asas-asas tersebut merupakan amanat Undang-Undang dan 

harus dipenuhi oleh siapapun yang bergerak dalam pengelolaan zakat. 

Harus memiliki prinsip kewajiban dan kriteria yang harus dipenuhi, 

artinya tanpa asas-asas tersebut, penyelenggaraan pengelolaan zakat 

tidak dapat dilaksanakan.
47

 

b. Pengumpulan Zakat 

Pengumpulan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan 

mengumpulkan atau menghimpun zakat. Pengumpulan zakat 

didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 103, 

dalam firman Allah ini telah memerintahkan makhluk-Nya untuk 

memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki 

untuk diberikan kepada mustahiq zakat. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan sebuah pedoman 

untuk dilaksanakannya pengelolaan zakat di Indonesia. Ada tiga 

strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:  

1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hal ini dilakukan 

untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi 
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lembaga pengelola zakat untuk menjangkau para muzakki maupun 

kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat. Maka setiap 

Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat. 

2) Pembukaan Counter Penerima Zakat, seperti conter lembaga 

keuangan professional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi 

muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis 

penghitung, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas 

sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, 

dilayani dan ditungu oleh tenaga-tenaga amil yang professional. 

3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan disini adalah 

bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara 

masing-masing rekening, agar dapat memudahkan para muzakki 

dalam pengiriman zakatnya. 

c. Pendistribusian Zakat 

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti 

penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa 

tempat. Oleh karena itu pendistribusian bermakna pemberian harta 

zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif. Penyaluran zakat 

dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni dalam 

bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat 

adalah penyaluran zakat yang hanya diberikan kepada sesorang 

sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini berarti penyaluran kepada 

mustahiq tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri 

mustahiq. Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran 

zakat yang disertai target merubah kondisi mustahi menjadi kategori 

muzakki. 

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan 

pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat 

sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat 
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diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti 

ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat.
48

 

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan 

berhasil, maka pemanfatannya harus seleksi untuk konsumtif atau 

produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif 

tersebut dibagi menjadi:
49

 

1. Konsumtif Tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif 

merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung 

untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, sepert pembagian zakat 

fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. 

2. Konsumtif Kreatif, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif 

adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan 

digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi 

permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Belum 

tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk 

para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah, 

dan bantuan grobak jalan untuk pedagang kecil. 

3. Produktif konvensional, pendistribusian zakat secara produktif 

konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-

barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut 

para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian 

bantuan ternak kambing, sapi perahan untuk membajak sawah, alat 

tukang, mesin jahit dan sebagainya. 

4. Produktif Kreatif, penditribusian zakat secara produktif kreatif 

adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal 

bergulir (modal kerja), baik untuk permodalan proyek sosial, 

seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah 
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sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para 

pedagang atau pengusaha kecil. 

d. Pendayagunaan Zakat 

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti 

kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan 

dalam konteks ini mengandung makna memberi zakat kepada 

mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan 

hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Pendayagunaan dana 

zakat adalah bentuk pemanfataan sumber daya (dana zakat) secara 

maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi 

umat, sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi. 

Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemeberdayaan melalui 

berbagai program yang berdampak positif bagi masayarakat khususnya 

umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).
50

 

Secara garis besar, zakat dapat didayagunakan pada kegaiatan, 

produktif. Kegiatan produkif adalah pemberian bantuan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan usaha produkif sehingga dapat 

memberikan dampak jangka panjang bagi para mutahiq. 

4. Organisasi Pengelola Zakat 

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang 

bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedeqah. Definisi 

menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat 

pada pasal 1 ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan 

pendayagunaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat. Badan ini berfungsi untuk mengelola zakat, 

mengatur dan mendayagunakan agar dapat dimaksimalkan fungsinya. 

Inilah awal mula zakat masuk dalam lingkungan pemerintahan, sehingga 

pengelolaannya dapat dipantau oleh pemerintah agar tepat sasaran.
51
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Organisasi pengelola zakat secara umum mempunyai dua fungsi yakni: 

a. Sebagai perantara keuangan, amil berperan menghubungkan antara 

pihak muzakki dengan mustahiq. Ssebagai perantara keuangaan amil 

dituntut menerapkan asas trust (kepercayaan). 

b. Pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya adalah upaya mewujudkan 

misi pembentukan amil, yakni bagaimana muzakki menjadi lebih 

berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. 

Dan di sisi lain, mustahiq tidak selamanya tergantung dengan 

pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah 

menjadi muzakki baru. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan keseluruhan dari proses penelitian yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah atau sebagai model konseptual mengenai 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting.
52

 Sejauh ini keberdaan 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia belum optimal karena masih 

banyak sekali potensi zakat khususnya zakat profesi yang belum terhimpun, 

sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya masayarakat di Kota Pekanbaru. 

Zakat dapat dikelola secara produktif ataupun konsumtif, namun 

praktek zakat yang berjalan dalam masyarakat saat ini lebih banyak diberikan 

dalam bentuk konsumtif, lebih baiknya jika zakat diberikan dalam bentuk 

produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang akan 

berdampak pada meningkatnya jumlah penghimpunan zakat. 

Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana peran amil selaku pengelola zakat dalam melaksanakan 

pengelolaan zakat, hal ini dikarenakan belum maksimalnya standarisasi amil 

sebagai pengelola zakat dalam melakukan penghimpunan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat.  
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Berdasarkan kerangka konseptual tentang pengelolaan zakat yang telah 

dijelaskan, maka alur kerangka pikir dapat diuraikan sebagai berikut:
53

 

Gambar II.1 

Kerangka Pengelolaan Zakat 
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Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 100. (Undang-Undang 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 yang menjelaskan pengelolaan zakat terdiri dari 

proses untuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat). 

Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Pekanbaru 

Pengelolaan Zakat 

Profesi 

Pengumpulan Zakat Profesi Pendistribusian Zakat Profesi  Pendayagunaan Zakat 

Profesi 

1. Penghimpunan Zakat yang sesuai dengan 

UU Pengelolaan Zakat 

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 

sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat. 

1. Pembentukan Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) 

2. Pembukaan Counter 

Penerima Zakat 

3. Pembukaan Rekening Bank 

1. Konsumtif Tradisional 

2. Konsumtif Kreatif 

3. Produkif Konvensional 

4. Produktif Kreatif 

1. Pendayagunaan 

Zakat dengan 

program 

produktif 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Jenis dan Pendekatan 

Jenis dan pendekatan penulisan yang digunakan pada penulisan ini 

adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara 

sistematis, factual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat 

dalam penulisan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Research), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara 

intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah 

dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data 

yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru 

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penulisan 

kualitatif. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
54

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi 

model utama sebagai sasaran bahan kajian. Lokasi penelitian ini di lakukan di 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, adapun waktu penelitian 

dilasanakan pada bulan Desember 2021. 

 

C. Sumber Data Penulisan 

Ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam 

penulisan kualitatif yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data 

tersebut sebagai berikut: 
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1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang langsung yang dikumpulkan oleh 

penulis dari sumber pertanyaannya. Terkait dengan penulisan ini, data 

primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan 

penulis. 

2. Data Skunder 

Data skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen, beberapa buku, bulletin, laporan-

laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.
55

 

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah sumber informasi yang digunakan untuk penelitian 

model kualitatif dmana orang atau pihak tersebut yang paling tepat 

memberikan informasi yang ada. Dengan demikian, informan adalah orang 

yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian. Informan meliputi 3 macam, yaitu:
56

  

1. Informan kunci (key Informan), yaitu mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti. 

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

Dalam menentukan informan penelitian maka seorang peneliti dalam 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Yaitu teknik pengambilan sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data yang benar-benar real dan nyata. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan informan sebanyak 5 orang.  
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Table 3.1 

Daftar Informan Penelitian: 

No Informan Penelitian Nama 

1 Informan kunci dalam penelitian 

ini adalah ketua Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) kota 

Pekanbaru 

1. Bapak Yusrialis, SE, M.Si 

selaku Ketua Pelaksana 

BAZNAS Kota Pekanbaru. 

2 Informan Utama dalam 

penelitian ini adalah staff bagian 

pengumpulan, pednistribusian 

dan pendayagunaan Zakat di 

BAZNAS Kota Pekanbaru. 

1. Bapak Ahmad Fauzi, selaku 

Amil bagian pengumpulan 

BAZNAS Kota Pekanbaru. 

2. Bapak Aldy Febriansyah, 

selaku Amil bagian 

pendistribusian dan 

pendayagunaan BAZNAS Kota 

Pekanbaru. 

3 Informan tambahan dalam 

penelitian ini adalah mustahiq, 

muzakki dan tokoh masayrakat. 

1. Desmiyanti, mustahiq 

BAZNAS Kota Pekanbaru. 

2. Yuniarti, muzakki BAZNAS 

Kota Pekanbaru 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gambling (eksplisit) 

kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara 

yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan 

atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, 

dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
57

 

Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual 

maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan 

informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari 

wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan 

sebagai pendukung penjelas dari permasalahan yang diteliti.
58

 

Pelaksanaan wawancara bisa secara Individual atau kelompok. 

Dalam interview secara individual maupun kelompok tersebut penulis 
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sebagai interviewer bisa melakukan interview secara directive.
59

 Artinya, 

penulis selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan 

focus permasalahan yang mau dipecahkan. Proses interview atau 

wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang 

proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. 

Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, 

terkait mengenai penulisan yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun 

demikian informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang 

menurutnya privasi atau rahasia. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
60

 Dokumen juga digunakan 

sebagai sumber informasi dalam penulisan kualitatif. Banyak sekali 

dokumen yang dipakai oleh penulis kualitatif. Tugas utama adalah 

mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya.  

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, buku-buku, naskah-

naskah dari pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Pekanbaru. 

 

F. Validitas Data 

Validitas merupakan drajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek penulisan dengan yang dilaporkan oleh penulis. Untuk menetapkan 

kebenaran data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan yaitu: 
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1. Kepercayaan (Credibility) 

Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk 

memberikan derajat kepercayaam akan data yang diperoleh penulis. Pada 

dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara:  

a. Keikutsertaan penulis dalam objek penulisan 

b. Ketekunan pengamatan dalam memperoleh data 

c. Melakukan tringgulasi. 

Kepercayaan digunakan untuk menjamin kebenaran data dari purposive 

sampling yang digunakan pada informan.
61

 

2. Keteralihan (Transferability) 

Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait 

latar penulisan, sehingga memberi transferability dengan cara 

memperkaya deskripsi tentang konteks dan focus penulisan. Dengan 

demikian penulis bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif 

secukupnya. Untuk keperluan itu penulis harus melakukan penulisan 

mendalam. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Kriterium kebergantungan merupakan substansi irriabilitas dalam 

penulisan yang non kualitatif reabilitas ditunjukkan dengan jalan 

mengadakan replica studi. Dua atau beberapa kali penulangan studi, jika 

dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan rebilitasnya tercapai. 

Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penulisan agar 

dapat memenuhi syarat yang berlaku dan untuk mempertanggung 

jawabkan semua aktivitas. 

4. Kepastian (Confrimability) 

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu. Pada 

penulis kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara 

subjek. Pemastian suatu data objektif atau tidak bergantung pada 

persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan 
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seseorang tapi disepakati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut 

dikatakan objektivitas.
62

 

Dalam penulisan kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apa bila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa 

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Salah satu metode 

yang digunakan tersebut adalah metode trianggulasi. Istilah trianggulasi 

dalam kegiatan penulisan secara umum banyak dipahami oleh sebagian 

kalangan hanya dapat dijumpai dalam penulisan kualitatif sebagai salah 

satu teknik validasi sebuah penulisan. 

Trianggulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber 

diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dan 

dokumen yang terkait dengan focus dan subjek penulisan.
63

 Demikian pula 

dilakukan pemeriksaan data dari berbagai Informan, dan tringgulasi pada 

hakikatnya merupakan pendekatan multimedia yang dilakukan penulis 

pada saat melakukan penulisan, mengumpulkan dan menganalisis data ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan 

baik. Sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. 

Tujuan menggunakan metode tringgulasi, pertama, adalah 

menggabungkan dua metode dalam satu penulisan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu 

metode saja dalam suatu penulisa. Tringgulansi lebih banyak 

menggunakan metode alam levwel mikro, seperti bagaimana 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data 

sekaligus dalam sebuah penulisan, termasuk menggunakan informan 

sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penulisan. Asumsinya bahwa 

informasi yang diperoleh penulis melalui pengamatan akan lebih akurat 

apabila juga digunakan interview atay menggunakan bahan dokumentasi 

untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua 
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metode tersebut. Kedua, tujuannya adalah membandingkan informasi 

tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada 

jaminan tentang tingkat kepercayaan data.
64

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan 

dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan 

serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan.
65

 

Adapun tujuan analisis data kualiatif adalah mencari makna dibalik 

data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Penulis dihadapkan kepada 

berbagai objek penulis yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan 

analisis. Data yang didapat dari objek penulisan memiliki kaitan yang masih 

belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan 

tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. 

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penulisan 

kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. 

Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan 

menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Penulisan 

dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, 

penulis harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian 

makna itulah menjadi hasil penulisan. Dari bebarapa definisi dan tujuan 

penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya 

untuk mengungkap makna dari data penulisan dengan cara mengumpulkan 

data sesuai dengan klasifikasi tertentu. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BABZNAS KOTA PEKANBARU 
 

A. Sejarah Berdiri BAZNAS Kota Pekanbaru 

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan 

resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 

2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan atas dasar 

keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang 

pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 serta adanhya peraturan daerah 

nebunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupaan hal 

yang mutla dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan 

pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wabah 

penghimpun dan penyalur dana zakat, memanfaatkan kemajuan sains dan 

teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunaan teknologi 

komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online. 

 

B. Visi Misi BAZNAS Kota Pekanbaru 

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Art 

BAZNAS melalui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 

yaitu:
66

 

Visi : 

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Profesional dan terdepan di Riau 

Misi : 

1. Memberdayakan Zakat infak dan sadaqah umat 

2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik 

dan pemerintah 
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3. Membuat dan melasanaan program yang unggul dalam pengelolaan zakat 

4. Melahirkan mustahik yang berjiwa entrepreneurship 

5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat. 

 

C. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
67

 

1. Ketua  : Dr.H. Akhbarizan, MA, MPd 

2. Wail Ketua I : Dr. H. Erman Ghani, M.Ag 

    Bidang Pengumpulan 

3. Wakil Ketua II : Drs. H. Ismardi Ilyas, M.Ag 

    Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

4. Wakil Ketua III : Dr.H Nixon Husin, Lc, M.Ag 

    Bidang Perencanaan dan pelaporan dan keuangan 

5. Wakil Ketua 1V : H. Hasyim, S.Pd. I, MA 

    Bidang Adm, SDM, dan umum 

Bidang Pelaksana: 

1. Ketua Pelaksana : Yusrialis, SE, M,Si 

2. Bendahara : Sabariah, SH I, Msy 

3. Staf Keuangan : Jumiarsih 

4. Pendistribusian : Aldy Febriansyah 

5. Pengumpulan UPZ : Ahmad Fauzi, SE, Sy 

6. Adm dan Pelayanan muzakki : Nurhaptini, SE, Sy 

7. Pemberdayaan : Muhammad Azmi, S.Kom.I 

8. Data dan Informasi : Zulfihar 

9. Pelayanann Mustahik : Yusri Andika 

10. Tenaga Survey : Saharuddin dan Kaswandi 

Satuan Audit Internal: 

1. Kepatuhan Syari’ah : Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA 

2. Pengelolaan dan Manajemen Mutu : Drs.H.Edwar S Umar, M.Ag 

3. Audit Keuangan : Haryati SE, ME Sy, Ak 
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D. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu 

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS 

Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebgai 

berikut: 

1. Kebijakan Mutu 

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat Nasional berupaya melakukan: 

a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi 

meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat. 

b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik 

BAZNAS. 

c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan 

berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi 

muzaki. 

d. Menyajikan data penerimaan dan pemberdayagunaan zakat yang aurat 

karena didiukung oleh amil yang berkerja secara professional. 

e. Manajemen yang focus terhadap pembinaan dan pengembangan 

sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah. 

f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh 

amil BAZNAS. 

2. Tujuan Mutu 

a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus 

utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zaat (OPZ) 

seluruh Indonesia. 

b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam 

mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional. 

c. Focus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar Negeri melalui 

penguatan regulasi. 

d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzzaki maupun jumlah 

penghimpunan. 

e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama. 
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f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui 

penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga 

serta SDM OPZ. 

g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional. 

h. Intensifikasi dan eksensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi 

dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan 

organiasasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.
68

 

 

E. Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru 

1. Pancasila sebagai landasan ideologis 

2. Undang-Undanf dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional 

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tengang Pengelolaan Zakat 

5. Peraturan Mentri Agama RI Nomor 02 Tahun 2014 Tnetang Syarat dan 

Tatacara Perhitungan Zaat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan 

Zakat untuk usaha Produktif 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam 

7. Peraturan Badan Amil Zaat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi Dan Kabupaten Kota 

8. Peraturan Badan Amil Zaat Nasional Nomor 01 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, 

BAZNAS Provinsi, dan Kabupaten Kota. 

9. Surat Edaran Walikota No.1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zaat 

Penghasilan PNS dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

10. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No.604 Tahun 2016 Tentang 

Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru 

Periode 2016-2021. 
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F. Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru 

Sebagai lembaga zakat nasional, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki 

lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya: 

1. Pekanbaru Cerdas 

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya 

kurang mampu. program Pekanbaru Cerdas meliputi: bantuan biaya 

pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paet tahunan ajaran baru 

siswa/siswi yang tidak mampu. 

2. Pekanbaru Makmur 

Banntuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang 

mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut 

meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang 

atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha 

yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta). 

3. Pekanbaru Sehat 

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya 

meliputi: bantuan biaya berobat yang tida ditanggung oleh BPJS, ambulan 

gratis untuk dhuafa wilayah Pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, 

Kampar). Ambulan tersebut bisa digunaan untuk antar jemput pasien yang 

sait, antar jenazah ke tempat pemaanan, tanggap darurat bencana. 

4. Pekanbaru Peduli 

Merupakan bantuan yang diberikan kepada Masyarakat dhuafa baik 

berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. 

Program Pekanbaru peduli meliputi: peduli jompo, khitan massal anak 

dhuafa, peduli bencana, dan ibnu sabil. 

5. Pekanbaru Taqwa 

Bantuan yang digunaan untuk menjalankan atau mensupport berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam. Program Pekanbaru 
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Taqwa meliputi: semarak hari besar Islam didaerah miskin (Pinggran 

Kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan Da’I derah pinggiran. 
69

 

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya 

membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program 

sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota 

Pekanbaru yang Madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh 

walikota Pekanbaru Selaku pemimpin wilayah kota Pekanbaru. Walikota 

Pekanbaru memberi amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk 

membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di 

wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional 

yang resmi dan lengsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga 

BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar 

untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan 

masyarakat muslim di Kota Pekanbaru. 

 

G. Fungsi Bagian Pengurus Badan Amil Zaat Nasional Kota Pekanbaru 

Adapun susunan dari bagian-bagian pada Badan Amil Zaat Nasional 

Kota Pekanbaru antara lain: 

1. Fungsi Bidang Pengumpulan, meliputi: 

a. Membuat brosur dan baleho, iklan RTV dan Reklame 

b. Mengadaan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas/instansi, 

kecamatan, dan pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk. 

c. Membangun jenjang BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan. 

d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina 

hubungan baik dengan muzzaki 

e. Bekerjasama dnegan asosiasi pengusaha, kontrator, advokat dan dokter 

dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru. 

2. Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, meliputi: 

a. Menetapkan standarisasi mustahiq berdasarkan kelayakan penghasilan, 

harta dan keadaan rumah. 
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b. Melakukan pendistribusian yang bersifat periodesasi yaitu satu kali 

dalam sebulan. 

c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insidentil bagi mustahiq 

yang sait atau kena musibah. 

d. Menetapkan program unggulan BASNAS antara lain: Pekanbaru 

Cerdas, Taqwa, Mamur, sehat, Peduli 

e. Melaukan pendekatan Mustahiq beredasarkan wilayah kecamatan  

f. Sinergi program dengan UPZ 

g. Menetapkan skala perioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan 

melalui rapat pleno 

3. Fungsi Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, yaitu: 

a. Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui BAZNAS ataupun 

melalui bank 

b. Membuat BAP Penyaluran dana zakat UPZ 

c. Mengecek dan mengsingkronkan data yanga da dikeuangan dengan 

yang ada di sitem (SIMBA) 

d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan. 

4. Fungsi Bidang Administrasi, SDM, dan Umum, meliputi: 

a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan 

b. Meningkatkan sumber daya insani melalui pembinaan pegawai 

kesekretariatan satu bulan sekali. 

c. Meningkatkan pelayanan kepada muzzaki dan mustahiq dengan motto 

3S (Salam, Senyum, Sapa). 

d. Membuat dan memperoses surat keluar 

e. Membuat surat tugas dan surat perjalanan dinas pengurus 

f. Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting BAZNAS 

g. Membuat laporan setor tunai dan data muzzaki setiap bulannya. 

5. Fungsi Bidang Pemberdayaan, input data dan dokumentasi, yaitu: 

a. Melasankan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usahaha 

binaan. 

b. Melakukan pembinaan terhadap mustahiq yang mempunyai usaha. 
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c. Memilih mustahiq program Pekanbaru Makmur untuk di bina dalam 

program pemberdayaan BAZNAS 

d. Menyusun, meyiapkan bahan, format, blanko penilaian dan 

pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan. 

e. Menyusun jadwal dan melasanakan program pemberdayaan. 

f. Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program 

pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota 

Pekanbaru. 

g. Membuat laporan dan dokumentasi pelasanaan program. 

h. Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan 

terkait data dan infoormasi minimal satu kali dalam sebulan. 

i. Mempublikasikan hasil binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, 

peternakan maupun, jasam melalui media sisial dan cetak. 

6. Fungsi Bidang Pelayanan Mustahiq, meliputi: 

a. Merekap data mustahiq yang memasukkan permohonan melalui 

BAZNAS per kecamatan setiap bulannya. 

b. Melakukan survey kepada mustahiq untuk jenis bantuan yang bersifat 

insidentil.
70

 

 

H. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru 

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482, Komplek 

Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru 

merupaan komplek perkantoran lembaga-lembaga dibawah Naungan 

Kementrian Agama, yang di dalamnya terdapat berupa kantor yaitu: Kantor 

BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru. 

Letak bangunan berada disebelah barat Masjid Ar-Rahman, berbatasan 

dengan Bank Mandiri Syari’ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan 

Propinsi Riau sebelah selatan. Kantor berada di sebelah kiri pintu masuk 

utama konplek perkantoran tersebut. 
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Ruangan kantor BAZNAS  Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa 

ruangan yakni: ruang lobi (penerima muzaki atau mustahiq), ruang rapat, 

ruang Kepala Pelaksana, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Sekretariat, 

ruang Bendahara. Selain itu, kantor dilengkapi dengan Baliho yang berisi Visi 

Misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan Keuangan, serta foto pegawai 

terbaik tiap bulannya. 

Ketua pelaksana, Bapak Yusrialis, SE.MM mengatakan pemasangan 

baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masayrakat yang akan 

menjadi muzaki atau mustahiq, sedangkan pemasangan foto pegawai terbaik 

bertujuan untuk meningkatkan etos kerja pegawai.
71

 

Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, 

Masyarakat bisa menghubungi: 

1. Nomor telepon  : 0761-43380 

2. Nomor handphone : 0823-8601-6667 

3. Alamat e-mail : baznas.pekanbaru@gmail.com 

4. Website : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id  
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengelolaan 

Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Pengelolaan zakat pada bidang pengumpulan zakat profesi yang dilakukan 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru telah dilakukan sesuai dengan 

aturan pengelolaan zakat yaitu dengan membentuk UPZ, pembukaan 

counter penerima zakat dalam, dalam hal ini BAZNAS Kota Pekanbaru 

menyediakan layanan antar jemput zakat, layanan terima zakat di Kantor, 

dan pembukaan rekening bank untuk memudahkan masyarakat membayar 

zakat. Kemudian BAZNAS juga melakukan sosialisasi, dan juga telah 

menjalin kerja sama dengan UPZ yang telah dibentuk. Dan pada 

pelaksanaan pengumpulan zakat sudah hampir optimal karena yang 

dulunya zakat profesi hanya dibayar oleh para PNS saja, tetapi sekarang 

zakat profesi telah banyak dibayar oleh kalangan masyarakat yang bukan 

PNS. 

2. Untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Profesi di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru terkait dengan program yang 

telah dilaksanakan sudah berjalan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup 

para mustahiq, kemudian di setiap program yang dilaksanakan BAZNAS 

juga melakukan survey terlebih dahulu. Pendistribusian atau penyaluran 

zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru tidak hanya disalurkan 

dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif. Termasuk 

pendayagunaan yang telah dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu 

dengan menambah program pendayagunaan yaitu Z-Mart atau Zakat Mart, 

yang program ini benar-benar produktif untuk membantu kehidupan para 

mustahiq. 
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3. Faktor pendukung  dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Pekanbaru, yaitu karena telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah terkait intruksi 

wajib membayar zakat bagi kalangan Aparat Sipil Negara, himbauan-

himbauan yang dilakukan pemerintahan kota, ini membantu dalam proses 

pengelolaan Zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru. Sementara Faktor 

yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan Zakat di 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru adalah masih belum 

diterapkannya hukuman atau sanksi dari peraturan atau undang-undang 

yang telah dikeluarkan bagi masyarakat yang tidak membayar zakat 

padahal penghasilan mereka sudah menycapai nishab dan haul. Selain itu 

masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi itu 

sendiri. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru melakukan 

edukasi zakat agar masayrakat lebih paham mengenai ibadah zakat. 

2. Sudah seharusnya amil selaku pengelola zakat dapat melakukan 

pengumpulan dana zakat kepada masyarakat (muzakki) yang berprofesi 

selain ASN. 

3. Walaupun pendistribusian yang telah dilakukan dengan baik, ada dalam 

bentuk kosnumtif dan produktif, tapi seharusnya Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru lebih banyak melakukan penyaluran 

zakat dalam bentuk produktif. 
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